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Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan 
serius karena dampaknya mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang akan 
mengurangi kemampuan Negara dalam memenuhi hak-hak rakyatnya, oleh sebab 
itu penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya menggunakan instrumen 
hukum pidana kepada pelaku korupsi, tetapi juga menggunakan instrumen hukum 
perdata terhadap ahli warisnya untuk mengganti kerugian keuangan Negara, 
seperti dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 
02/PDT.G/2010/ PN.DPK. yang jadi permasalahan dalam skripsi ini adalah 
1.Bagaimana analisis Putusan Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK. tentang gugatan 
perdata terhadap ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia  
untuk mengganti kerugian keuangan negara. 2. Bagaimana bentuk 
pertanggungjawaban ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi untuk mengganti 
kerugian keuangan negara berdasarkan hukum waris dalam sistem hukum 
perdata? Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut digunakan metode 
penelitian Yuridis Normatif, berdasarkan hasil penelitian kasus yang penulis teliti 
ini sudah memenuhi karakteristik dapat digunakannya gugatan perdata, karena 
adanya unsur “Kerugian Keuangan Negara” yang nyata dan setelah upaya pidana 
tidak dimungkinkan lagi dilakukan untuk mengupayakan pengembalian kerugian 
keuangan Negara, karena meninggalnya terdakwa tindak pidana korupsi, di sisi 
lain ditemukan adanya “Perbuatan Melawan Hukum” yang dilakukan oleh alm. 
Yusuf Setiawan secara perdata yang nyata menimbulkan kerugian keuangan 
Negara, sehingga diajukannya gugatan perdata kepada ahli waris terdakwa (alm. 
Yusuf Setiawan) untuk mengganti kerugian keuangan Negara berdasarkan 
ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dalam hal 
terjadinya pewarisan ahli waris tidak hanya mendapatkan hak atas kekayaan 
(aktiva), tetapi juga bertanggungjawab melunasi utang (pasiva) pewaris dalam hal 
ini kerugian keuangan Negara, dan ahli waris bebas menentukan sikap terhadap 
harta warisan yaitu, menerima warisan secara penuh, menolak warisan atau 
menerima dengan syarat. 
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 Criminal corruption acts in Indonesia is still a serious problem because its 
impact resulted in state financial losses that will reduce ability state to fulfil the 
rights of people. Therefore, law enforcement of criminal corruption acts not only 
uses criminal legal instruments to perpetrators of corruption but also civil legal 
instruments used by his heirs to compensate the state financial losses. As a case in 
Pengadilan Negeri Depok on decision number: 02/PDT.G/2010/ PN.DPK which 
each problem on this skripsi are 1. How is the analysis of Decision Number: 02 / 
PDT.G / 2010 / PN.DPK. related to a civil lawsuit against the heirs of the 
defendant in a criminal act of corruption who died to compensate for the State 
financial losses? 2. What is the civil liability form of the heirs of the defendant in 
the corruption case who died to compensate the State financial losses based on 
inheritance law in the civil law system? To answer these two problems, a 
Normative Juridical research method is used. Based on the result of case studies 
that the author have met suitability of the characteristics of civil law. It is viewed 
as an element of "State Financial Losses" real and after a criminal act is no longer 
possible to try to recover the financial losses of State because the death who 
accused to corruption. On the other hand, there was found the "Unlawful Act" 
latest conducted by Yusuf Setiawan who did compensate to the State financial 
losses. So, the civil suit filed with the defendant's heir (the late Yusuf Setiawan) to 
compensate the state's financial losses on Article 34 of Law Number 31 Year 
1999 Jo. Law Number 20 Year 2001 Concerning the Eradication of Corruption 
Acts stipulates that the State Attorney has the authority to make a civil suit for 
State's losses caused by unlawful acts of the Defendant who has died or at least to 
his heirs. In the case of inheritance, the heirs did not get the right to wealth but 
also the obligation to debts and other burdens caused by the actions of the testator, 
including losses resulting from unlawful acts. 
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